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Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera 
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provmsi Maluku Utara 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I 
Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3961) 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
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Tata KeIJa Badan Perencanaan Pembangunan dan Penehtian 
Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud 
pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Halmahera Selatan tentang Susunan Orgarnsasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata KeIJa Badan Perencanaan Pembangunan 
dan Penehtian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan, 

Mernmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur 
orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan Pemenntah 
Kabupaten Halmahera Selatan, perlu drtmdaklanjuti dengan 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FONGSI SERTA TATA KERJA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGONAN DAN PENELITIAN 

PENGEMBANGANDAERAH 
KABOPATEN HALMAHERA SELATAN 

TENTANG 

PERATORAN BOPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 9 , TAHON 2023 

PROVINSI MALOKO OTARA 

BUPATIHALMAHERASELATAN 



PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN 
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN 
HALMAHERA SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 
tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 
Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 
dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota Provmsi 
Maluku Utara 
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Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 
Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Helamhera Selatan, 
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Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 
Pemenntahan (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2017 Nomor 197), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmaehera 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2016 Nomor 114) sebagaimana telah drubah dengan 
Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor 5 
Tahun 2017 Ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor q.264J, 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5587) 
sebagaimana telah kedua kah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 
Nomor 59), 

4 Peraturan Pernermtah Nomor 13 Tahun 201G Tei1tcu1g 
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Pasal 2 
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penehtian Pengembangan Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan 

BAB II 
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

------- _, __ ..L 
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keahhan dan/atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi pemenntahan 
dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Tekms Badan Perencanaan pembangunan, Penehtian dan 
Pengembangan Daerah yang melaksanakan kegiatan tekms operasional 
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

T"\_ - -- -- ,_ - - - - - T""\ - - - ,_ 
rc;115c;111ud.115d.11 ua.c;1 d.11 

9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 
Badan Perencanaan pembangunan, Penehtian dan Pengembangan Daerah 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan 
Perencanaan pembangunan, Penehtian dan Pengembangan Daerah 

11 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam 
rangka mermmpm Satuan Orgarnsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretarrs Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah dan 
Kecamatan 

8 Badan Adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penehtian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala Daerah mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

.l\..~1 ~111 UA.11 UMUlVl 

BABI 
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pengembangan daerah, 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan 
Perencanaan Pembangunan Dan Penehtian Pengembangan Daerah 
menyelenggarakan fungsi 
1 Perumusan kebijakan tekrns fungsi penunjang urusan pemenntahan 

TI----------- 'T"\----1---- --- n ,....._ __ ...J __ T""\-------1------ ------ ---- --' rc:1 C:11\.-c:lllc:t.c:lll, rc:111uc::u.1~u11a.11, rc:11c11uc:l11 uc:l11 r c:11~c:111uc:l11~c:l11 yc:l11~ 1uc:11Jc:t.u1 

kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan yang dibenkan kepada 
pemenntah daerah 

Pasal 4 
Badan sebagarmana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, 
dipimpm oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemenntahan bidang 

Paragraf 1 
BAD AN 

"'- --- _.,_ - T" --- 
1 U~c:l~ Uc:lll L' U11~~1 

Bagian Ketiga 

T - 1--. ..,__ - T"" - - - -- - -1 u a.ua.La.11 r u11~~1u11a.1, 

f Bidang Penehtian Pengembangan Daerah, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, dan 

g Unit Pelaksana Tekrus (UPT) 
(2) Bagan Susunan Orgamsasi Badan Perencanaan Pembangunan dan 

Penehtian Pengembangan Daerah sebagarmana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada lampiran Peraturan Bupati irn 

1 Subbagian Umum dan Kepegawaian 
2 Subbagian Keuangan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 

d Bidang Perekonorman, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional, 

e Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, dan Kelompok 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penehtian 

Pengembangan Daerah terdm atas 
a Badan, 
b Sekretanat Badan, terdu 1 dan 

Bagian Kedua 
Susunan Orgarusasi 

Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan dr bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupan meiann Sekretans Daerah 
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pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penehtian Pengembangan daerah, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 
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Pengembangan daerah, 
2 Pembmaan dan pembenan dukungan admmistrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggan, dan pelayanan adrrnmstrasi di hngkungan Badan 
Perencanaan Pembangunan dan Penehtian Pengembangan daerah, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 
hngkungan Badan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penehtian 
Pengembangan daerah, 

Pasal 7 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 
Sekretanat menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan 
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pelayanan admmistrasi dr hngkungan Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penehtian dan Pengembangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku 

Pasal 6 
Sekretanat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan mehputi keuangan, hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian 
dan ketatalaksanaan, pembmaan ketatausahaan, kearsipan, 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

_ _ -. _._ _ _ __ _ _ -- 1- - - - _ _ _ -1 - -- _ - __ 1 ... L - - -1 - - -- - - - - -- 1- - - - - - -1 - - -- 1- 
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6 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

2 Pengoordmasian pelaksanaan kebijakan tekms fungsi penunjang urusan 
pemennrahan oidang perencanaan pembangunan aan bidang penenuan 
dan pengembangan daerah, 

3 Pembmaan tekms penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemermtahan 
bidang perencanaan pembangunan dan bidang penehtian dan 
pengembangan daerah, 

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tekms fungsi 
penunjang urusan pemenntahan bidang perencanaan pembangunan dan 
bidang penehtian dan pengembangan daerah, 

5 Pembmaan admimstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah di bidang 
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Pasal 10 
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b angka 
1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada 
Sekretans dan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, 

r n ... --- ---- - ,___, __ - -- ...... , ... --- - --~--- - -n _ _:,_ - 
U rCHJlc:1._l.lC:Ul UC:UlC:Ul _l.lC:1HU111c:I.C:Ul _l.lC:l:,c:I.WC:U 1Jc:I.UC:U1, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, 
8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan Badan, 
9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan, 
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, ketatalaksanaan, 

dan budaya pemenntahan pada Badan, 
11 Pelaksanaan pelayanan adrmmstrasi perkantoran, 
12 Pelaksanaan pernehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pfai1ai1tauan., evaluas. dan pei1yusui1ai1 laporan k.nerja subbagian uiiiui.11 

dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkart adrmmstrasi umum 

dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian Badan, 
4 Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan, 
5 Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan, 

r. , n 
rc:1.:::,c:u ":I 

Pasal 8 
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) 
huruf b angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung 
jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
kehumasan dan ketatalaksanaan 

11 n ,_, r 1_ ... -~ ...l , , __ ... _,_,_ TT- __ ,_ ~-..l- ... --- - .-1 ... ----- 
.1 .1 rc:;1c:u{:::,c:u1c:1.c:u1 lUUi:,:::,1 lc:l.111 Jc:1.Ul:, UlUtlU\.t:U.1 UlC:11 I\..C_l.lC:Uc:I. lJc:1.UC:Ul :::,c;:::,uc:u Utlll:,C:Ul 

tugas dan fungsmya 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/ jasa m ungkungan Badan Perencanaan Pemnangunan, Penelman 
dan Pengembangan Daerah, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Badan, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Badan Perencanaan Pembangunan 
dan Penehtian Pengembangan Daerah, 

9 Pelaksanaan morntormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
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Orgamsasi Perangkat Daerah, 
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4 Pengoordmasian pelaksanaan anahsis data dan mformasi pembangunan, 
permasalahan, dan isu strategis untuk pembangunan daerah, 

5 Pelaksanaan anahsa dan pengkajian kewilayahan, 
6 Pengmtegrasian dan harmomsasi program-program pembangunan di 

daerah, 
7 Pengoordmasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

dengan dokumen kebijakan lamnya, 
8 Pengoordmasian pelaksanaan konsultasi pubhk, 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang 
Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
menyelenggarakan fungsr 
1 Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
2 Perumusan kebijakan tekms perencanaan dan pendanaan, data dan 

mformasi, pengendahan, evaluasi dan pelaporan, 
3 Pengoordmasian pelaksanaan kebijakan tekrus perencanaan dan 

Pasal 12 
Bidang Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpm oleh seorang 
Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan, pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, 
data dan mformasi, pengendahan, evaluasi dan pelaporan 

Paragraf 3 
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

L - -- 1- _ 1- - -- - - -- - 1- - - 1 - - 1- - -~ - - - - -- - Lc:U11Uc:t.11c:l11 _1Jtlll:;llc:t.::,uc:u1 Uc:ll:;1 _lJt!5c:lWC:U, 

5 Penyiapan bahan tanggapan pemenksaaan, 
6 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 11 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyiapan koordmasi pengelolaan Keuangan, 
2 Penatausahaan, Venfikasi Anggaran, Akuntasi dan Pembukuan Keuangan, 
3 Pelaksanaan Pengendahan Kegiatan dan Anggaran, 
4 Penyiapan penyusunan dan pengkoordmasian pembuatan daftar gaji serta 

penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemenksaan, 
verifixasi clan pembukuan 

-7- 

,, 



A1- -- T _ _r __ -L-- 1_L - - ..l- - TT , ,_.-._ 
n.ld.!H, 11111 c:1.;::,u UJ:\.l.Ul Ucl.11 l'\..CW Hcl.Ycl.llcl.H, 

3 Pelaksanaan koordmasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah 
lmgkup bidang Perekonorman, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan, 

Pasal 15 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang 
Perekonorman, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan koordmasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah lmgkup bidang Perekonorruan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Kewilayahan, 

2 Pelaksanaan smkromsasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 
Rencana KeIJa Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya 

Pasal 14 
Bidang Perekonorruan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang 
yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan, pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang Perekonorman, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 

Paragraf 4 
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 

T"'\_ -- --- --- - T"'\_ --- -...l-1 - - T"""'\ T"""\ ,_ -- T"'\ , __ --~- -- - T""'\. ,_ -1- - 
rel ClH.,d.llt:ld.H, rCH!:;CUUd.11d.U Lld.11 LVd.!Ud.i::>l rctUUd.11!:;UHd.H Lid.Cl c:1.11, Ud.11 

21 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

1 O Pengoordmasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 
ungkat Kabupaten, 

11 Pengoordmasian penyiapan bahan musyawarah perencanaan 
pembangunan tmgkat kecamatan, 

12 Pengoordmasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, 

13 Pengoordmasian anahsis data dan mformasi perencanaan pembangunan 
Daerah, 

14 Pengoordmasian pembmaan dan pemanfaatan data dan mformasi 
perencanaan pembangunan Orgamsasi Perangkat Daerah, 

15 Pca1gooid1i1a.s1a.n penyusunan fffufil pembangunan Daerah, 
16 Pengoordmasian pengendahan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Daerah, 
1 7 Pengoordmasian pengendahan pelaksanaan kerja sama Daerah, 
18 Pengoordmasian momtormg, evaluasi dan penyusunan laporan berkala 

pelaksanaan pembangunan Daerah, 
19 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas 

Bidang Perencanaan, Pengendahan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
20 Pengoordmasian penyusunan laporan capaian kmerja dan anggaran Bidang 
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Pasal 17 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang 
Pemenntahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan koordmasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah hngkup Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 

Pasal 16 
Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 
evaluasi, serta pelaporan bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia 

Paragraf 5 
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

r, -1---~ T"\_ --1-- ----- - - C, --1-- - -"-- - Al_ -- y _.(" .....__ l_L - ..]_ - TT l __ -1-- - 
.UlUC:Ull:, .rc1Cl'\.UUUlUlC:Ul, 0Ull1UC1 LJc:lJc:l ruc:uu, lllllc:l::>U Ul'\.LUl UC:Ul fi.C:Wllc:lJc:lUC:Ul, 

dan 
14 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

_i ,_ , __ ,_ -- T"'\ __ , __ -- -- - - C"'I __ ,__ "----- 111_ -- y_.(" ...._ __ ,_...._ - -1- - 
Uc:lCl C:U1 UlUC:Ull:, .rca Cl'\.UUU11UC:U1, uU111UCl LJc:lJc:l ruc:uu, 11111 c:t.::,u Ul'\.LUl UC:Ul 

Kewilayahan, 
11 Pelaksanaan perencanaan umum, hntas sektor dan hntas Perangkat daerah 

pendukung rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, 
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, 

12 Pengoordmasian momtormg, evaluasi dan penyusunan laporan berkala 
pelaksanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonorman, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, 

13 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas 

TT - L- - --- /T - __ , __ -- ..l - ---- -- -1- - ..l-- --1- ..l 1- ...]_ -~ T"'\_ --1-- -- -- - - 
1~e111ca1u:a1c:llJ./ LC111Uc:tgc:t. Ul p1uv111.::,1 UC:Ul Uc:lC1C:Ul Ul u1uc:u1g .rc1Cl'\.UUUUUC:Ul, 

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, 
8 Pelaksanaan pengoordmasian dukungan kegiatan pusat untuk pnontas 

nasional di bidang Perekonorman, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan, 

9 Pelaksanaan pengoordmasian kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerah dt bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan, 

10 Pelaksanaan koordmasi pembmaan tekrus perencanaan kepada perangkat 

4 Pelaksanaan pengoordmasran pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait Dokumen Rencana Pemoangunan Daerah omang Perexonorman, 
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, 

5 Pelaksanaan pengoordmasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkart APBD hngkup bidang Perekonorman, Sumber Daya Alam, 
Infrastruktur dan Kewilayahan, 

6 Pelaksanaan pengoordmasian smergitas dan harmomsasi kegiatan 
perangkat daerah bidang Perekonorman, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, 
dan Infrastruktur, 

7 Pelaksanaan pengoordmasian smergrtas dan harmomsasi kegiatan 
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Pasal 19 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang 
Penehtian Dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

- - - ..._ I 1 \ 1_ - i' i' -1 - --- -- - - - 1 - 1_ - - - - - -- - TT _ -- _ 1 _ T""') -1 _ __ _ _ _ _ _ _ L _ -......L _ _ _ _ _ _ _ __ _ L 
d.Jd.L tJ.J UUlUl 1, Ul_l.JHH_l.)111 UltU ;::,c;u1a.i1g fi.C_l.Jct.ld. 1..JlUct.11g ya.i1g Utllct.11gguHKJd.Wd.U 

kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, 
pengoordmasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta 
pelaporan bidang penehtian dan pengkajian, pengembangan dan movasi 

Bidang Penehtian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

Paragraf 6 
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 18 

T""') --1 - - - T"'\_ -- - -- - _.I._ - ,_ - - --1 - - - - -- ,.__ - - - - - - -- 1', If - - - - - -1 - - 1..J1ua.i1~ rc1uc1111Lct.11ct.11 ua.u vcu1ua.i1~uua.i1 1v1a.i1u;::,1a., ua.i1 

14 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

1n n_,_, 1 __ _, __ --1 --- ,._ ...__, ----- --- --- _ , _:,_ -- -- __ , __ ,._ 
J. V rcaa..t\.i:>ct.lld.a.u .t\.VV1 UH1d.i:>1 _l.JC111UH1d.ct.11 Lt.t\.!Ui:> _l.JC1 CU\.,ct.lld.ct.11 .t\.C_l.Jd.Ud. _l.)Cl ct.11~.t\.d.L 

daerah kabupaten di Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 
11 Pelaksanaan perencanaan umum, lmtas sektor dan hntas Perangkat daerah 

pendukung rencana pembangunan daerah Bidang Pemenntahan dan 
pembangunan Manusia, 

12 Pengoordmasian momtormg, evaluasi dan penyusunan laporan berkala 
pelaksanaan pembangunan Daerah Bidang Pemenntahan dan 
pembangunan Manusia, 

13 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas 

G Pelaksanaan pengooi dmastan smergrtas dan l-1a11110111sas1 keg.atan 
perangkat daerah di bidang Pemermtahan dan pembangunan Manusia, 

7 Pelaksanaan pengoordmasian smergrtas dan harmomsasi kegiatan 
Kementenan/Lembaga di provmsi dan daerah di Bidang Pemenntahan dan 
Pembangunan Manusia, 

8 Pelaksanaan pengoordmasian dukungan kegiatan pusat untuk pnontas 
nasional di bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 

9 Pelaksanaan pengoordmastan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerah di Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 

2 Pelaksanaan smkromsasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 
rcencana KeIJa Perangkat Daeran 01 Bidang Pemermtahan dan 
Pembangunan Manusia, 

3 Pelaksanaan koordmasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah 
lmgkup Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 

4 Pelaksanaan pengoordmasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait Dokumen Rencana Pembangunan, di Bidang Pemenntahan dan 
Pembangunan Manusia, 

5 Pelaksanaan pengoordmasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD di Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Manusia, 
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1 ""t T""\_ - ~- - -....l - - - - - - - __ ,_ - - - -- ,_ __ , __ - - - - .L.-1- - - -1- - - - __ -- _ ..1 1..... -1 - - - __ ...... 
1.v rc:u~uv1u111c1;::,1cu1 }.JC:111UC:11CU1 U1111U111~CU1 LC:l\.111;:) UCU1 ;:)U}.JC:1 v1;::,1 U1 U1Uc111~ 11;::,c:L 

dan movasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta kermtraan penehtian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, 
serta mvensi dan movasi di Daerah, 

14 Pengoordmasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan 
dan pemanfaatan sistem mformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dr 
Daerah, 

15 Pengoordmasian pelaksanaan penehtian dan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penehtian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan 1l111u _pe11getahue1.11 de1.11 teknologi yc:111~ dihas.lkan oleh 
lembaga/pusat/ orgamsasi penehtian lamnya di Daerah, 

16 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas 
Bidang Penehtian dan Pengembangan, 

1 7 Pengoordmasian penyusunan laporan capaian kmerja dan anggaran Bidang 
Penehtian dan Pengembangan, dan 

18 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

-1_ - - -- - --- --1 ,_ -1_ -- -1 .r -- ------- ...]_ - -- -- - -- - ...... _, ,_~ 
UCU1 111vc:.1.1;::,1 Ul U1UCU1~ uuu;::,1 111vvc1;::,1 UCU1 }.JC:11C:1c1}.JCU1 LC:h . .UVlV~l, 

9 Pengoordmasian disemmasi jems, prosedur dan metode penyelenggaraan 
pemenntahan daerah yang bersifat movatif, 

10 Pengoordmasian sosiahsasi dan disemmasi hasil-hasil kehtbangan, 
11 Pengoordmasian fasihtasi hak kekayaan mtelektual, 
12 Pengoordmasian pelaksanaan smkromsasi kebijakan di bidang nset dan 

movasi, kerja sama pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kermtraan penehtian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 
mvensi dan movasi di daerah, 

kependudukan, 
6 Pengoordmasian fasilitasi dan pembmaan pelaksanaan kegiatan penehtian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam perencanaan pembangunan daerah bidang ekonorm dan 
pembangunan, 

7 Pengoordmasian fasihtasi dan pembmaan pelaksanaan kegiatan penehtian, 
pengembangan, dan perekayasaan dr bidang teknologi dan movasi, 

8 Pengoordmasian UJl coba dan penerapan rancang bangun/model rephkasi 

-1- - UCU1 - - - -1 ;::,v;::,1cu 
1- _.. _ 
U1UCU1~ 

.l - - _ 1_ 
uc1c:1 cu1 - - -- 1- - - -- -- - - }.JC:111 UCU1~ UUCU1 }.JC:1 C:1H,CU1c1CU1 -1 - 1- -- UCUCU.1.l 

2 Perumusan kebijakan tekms penehtian dan pengkajian, pengembangan dan 
movasr, 

3 Pengoordmasian pelaksanaan kebijakan tekms penehtian dan pengkajian, 
pengembangan dan movasi, 

4 Pengoordmasian fasihtasr dan pembmaan pelaksanaan kegiatan penehtian, 
pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam perencanaan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan 
pemenntahan, 

5 Pengoordmasian fasihtasi dan pembmaan pelaksanaan kegiatan penelitian, 
pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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-- --...L _..,., --- - _ _J_ -- __ _J_ ----- 
pc1a.Lu1a.11 pc1 U11Uc:l11l5-Ul1UQ.1ll5c:lll, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

Pasal 23 
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-rnasmg berdasarkan ketentuan 

TT -1 - -- ... .- 1 _ T - 1 ... - ...L- ... T"'\ ...... _ _ ... - 1 
1~C1V111 pu.t\. u c:I.Uc:I.LC:Ul s: UU!5~1V11C:U 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Pasal 22 
Kepala Badan, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiarr/Bupati 

'r'\-~- - TT_..l -- 
LJt:l!5lctil n.cu ut:t 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 21 
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpman Tinggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon Illb, 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

BAB IV 
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

n_ - ..._ - ... T""\ -- - ........ ...._ _ - - ... -1 
rc1c:1.LUJ.C:Ul L>Upc:1.u LC1~C11U111 

Pasal 20 
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/ atau kegiatan tekms 
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpm oleh kepala UPT yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 

BAB Ill 

- 12 - 



I"\\ T-1--L- .... T\ .... 1_1 -- .... 1 L-L- .... 1 .... - .... -1-1 .... T""'t- _,__...._ T"'\ .............. 1 .... .-- TT_------ - .......... I T"'l ---.L 
\'-'} uc:t.Uc:t.LC:Ul rc1c:t..t\.;:,c:u1c:t. UlLCLc:1.p.t\.C:Ul u1t11 rcJc:t.Uc:1.L rcu1u111c:1. n..cpc~c:1.wc:uc:u11 uupc:1.u 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Administrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak mermliki Jabatan Administrator, jabatan 
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya trdak terkena dampak dan 
pelaksanaan penyederhanaan brrokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

Pasal 24 
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan 
struktural di atasnya, dengan ketentuan 

Bagian Kedua 
J abatan Pelaksana 

____ .L (I"'\\ ..:J _ - L - 1.- - - ..l - - - -1 - - .... 1 _ - L - - L- - ...... .... - - L ... - - ...... .... - --- ...... J - ...... - .... ..:J - ........ - .... 
c:t.Jc:lL \L. J U1c:lLU1 UC! uc:t.;:,c:u .t\.C:Ul .t\.CLCllLUc:lll pc1 c:lLUl C:Ul pc1 u11uc:u1~-uuuc:u1~c:t.ll 

yang berlaku 

1---1-1 1 ..._ ----- --1------1- .-.L---------.L.----1- L-L- ..:J1 - 
UC1c:ll\.C:U1~ .t\.UU1pCLCU;:,1 JC:Ul~ c:lUc:l pc:t.Uc:l UlUL Ul ~c:uu;:,c:t.;:,1 LC! ;:,cuu L c:lLc:lU uuuc:u 

unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan orgamsasi, 
(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25o/o 
dan Angka Kredit Kumulatif 

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

( 12) Tugas, jerus dan Jen Jang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

TT-- --1- T"'l--'- - n..cpc:uc:t. LJc:lUC:Ul 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan berbagai latar 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
kererampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok 
Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/ atau dalam tim 
kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja orgarusasi 

(5) Pejabat fungsronal yang drtugaskan secara mdividu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala Badan 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
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Pasal 29 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki jabatannya 
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkarmya Pejabat baru 
sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

c, - ..._ - _ 1 - - - --- - _ - - - -l _..._ _ - -- - - 1 - ,_ - _ _ 1..._ _ ..L _ .-1 -- -- _...._ -- ..L- __ , _ -- -- _ _ , __ -'- -- _ ~ 
uCUd..l-' ld..l-'UlclH Jd.Ub U1LC11111d. V1C11 .1-'CJd.Ud.L d.U1111111.::,Lld.LU1 Ud.11 .1-'CJclUd.L .1-'Cllbd.Wd..::, 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih 
lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

Pasal 28 

Pasal 27 
Setiap Pimpman Satuan Orgamsasr di lmgkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penehtian Pengembangan daerah mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dnkuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

Pasal 26 
(1) Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab mermmpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, 

Pasal 25 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Badan 
Perencanaan Pembangunan Dan Penehtian Pengembangan Daerah wajib 
menerapkan prmsip koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi baik di hngkungan 
rn,:u:,1nrr_n,,;:,01nrr rn,;:,11n11n <>ni-,;:,-r o,;:,i-11,;:,n n-rrr,;:,n10,;:,01 rl, hnrrlr11nrr,;:,n ~,;:,rl,;:,n ···-~···t, -··-~·--t, ···--.I:"'--· -·~- ~-~--- --t,-··~-~· ~.. ····t,·~-·-t,-· ----·· 
Perencanaan Pembangunan, Penehtian dan Pengembangan Daerah serta 
dengan mstansi lam di luar hngkungan Badan Perencanaan Pembangunan 
Dan Penehtian Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masmg-rnasmg 

BAB VI 
TATAKERJA 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan Badan 
Perencanaan Pembangunan clan Peneiruan Pengemoangan daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendm 
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RUSDI HASAN,SH.MH 
Nip 19830702 200812 1 002 

TID 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

2023 
Diundangkan di Labuha 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 16 "li'ebruan. 

Pasal 31 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
rm dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 
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Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 30 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasr Perangkat Daerah, 
serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, 
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BA DAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENEUTIAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 

I l 
KELOMPOK 
JABATAN SEKRETARIAT 

FUNGSIONAL 

I 
I I I 

SUB SUB KELOMPOK 
BAGIAN BAGIAN JABATAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL 

I I I l 
BIDANG Bl DANG 

Bl DANG 

PERENCANAAN PENGENDAUAN PEREKONOMIAN SDA, Bl DANG PENELITIAN 

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN 
PEMERJNTAHAN DAN DAN 

DAE RAH KEWILA YAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA PENGEMBANGAN 
DAERAH 

I I I I 
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTJ I 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 9 TAHUN 2023 
TANGGAL 1 webrl'::' ri 2023 


